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Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kewajiban
peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri bagi setiap
pemegang izin dan kontrak karya pada tahun 2014 nanti. Skripsi ini mengkaji tentang pengaturan kewajiban
peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri pada produk
akhir mineral tembaga menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Dengan
menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tidak
memberikan penjelasan tentang kewajiban peningkatan nilai tambah tersebut. Kewagjiban ini dijabarkan
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang
Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan
Menteri tersebut menjelaskan bahwa untuk mineral tembaga harus diolah di dalam negeri, dan hal ini
mengakibatkan setiap kontraktor pertambangan tembaga, termasuk PT Freeport Indonesia, berkewajiban
mendirikan smelter, terlepas dari apakah pendirian smelter tersebut menguntungkan atau merugikan
kontraktor. Sedangkan, apabila mengacu pada Kontrak Karya PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia
mendirikan smelter hanya apabila menguntungkan sesuai dengan klausul ?paling menguntungkan secara
ekonomi?. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, maka untuk kewajiban peningkatan nilai tambah, bagi
PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dan juga Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena keduanya mengatur hal yang sama, yaitu
kewajiban peningkatan nilai tambah; sedangkan untuk pendirian smelter, bagi PT Freeport Indonesiayang
berlaku adalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena adanya asas grandfather clause dalam arah
kebijakan dasar investasi bahwa peraturan yang terbit setelah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
ditandatangani tidak berlaku surut terhadap Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.

...... The Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining mandated an obligation of increasing added value
through processing and/or refining activities inside the country for each of the licensee and contract of work
holdersin the year of 2014. This mini thesis examines the interpretation of the obligation of increasing
added value through processing and/or refining activities inside the country of copper mineral products
according to The Law No. 4 of 2009 and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia. By using
normative methods, this study shows that The Law No. 4 of 2009 does not provide an explanation of the
increasing added value obligation. This obligation is further elaborated in The Minister Regulation of
Energy and Mineral Resources No. 7 of 2012 on Mineral Added Value through the Processing and Refining
Activities. The Minister Regulation explained that for copper minerals must be processed inside the country,
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and this has resulted in any copper mining contractors, including PT Freeport Indonesia, is obliged to
establish a smelter, regardless of whether the establishment of the smelter is profitable or harmful to the
contractor. Meanwhile, according to The Contract of Work of PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia
will establish asmelter if only it is profitable in accordance with the clause ?most economically profitable?.
In case of there is adifference of regulation, then for the obligation of increasing added value, The Law No.
4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia should
be applied to PT Freeport, as both regul ate the same thing which is the obligation of increasing added-value;
while for the establishment of a smelter, for PT Freegport Indonesia the regulation that should be applied is
The Contract of Work of PT Freeport Indonesia because of the principle of grandfather clause in the basic
policy direction of investment that regulates issued after the Contract of Work of PT Freeport Indonesia had
been signed does not apply retroactively to the Contract of Work of PT Freeport Indonesia.



